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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.​ Latar Belakang 

 Setiap kementerian, lembaga, dan satuan kerja memiliki tugas 

pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya sendiri dalam penyelenggaraan 

pemerintah. Pokok dari sebuah tindakan menyelenggarakan pemerintah 

yang baik adalah bagaimana sebuah tindakan pemerintah mampu 

melahirkan pelayanan yang prima kepada rakyat untuk menghasilkan 

peningkatan kesejahteraan dalam aspek lahiriah dan batiniah.1 Dalam 

mengupayakan melaksanakan pemerintahan yang prima, maka tiap satuan 

kerja mulai dari kementerian, lembaga, satuan kerja, dan institusi 

hendaknya didukung dengan memiliki sarana dan prasarana, diantaranya 

adalah Barang Milik Negara. 

Dalam mengadakan Barang Milik Negara dibutuhkan sebuah 

penyusunan rancangan keperluan Barang Milik Negara. Satu diantara 

banyaknya komponen pengeluaran negara adalah belanja negara, termasuk 

dalam belanja negara rutin ataupun pembangunan.2 Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) dipergunakan untuk menyelenggarakan 

pengadaan barang yang merupakan satu diantara kekayaan negara. 

Sehingga proses pengelolaannya, tidak berhenti pada pelaksanaan 

mengadakan saja, namun juga mengikuti siklus anggaran dan pada 

2 Gunawan Widjaja., Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis., 
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002., hlm 16. 

1 Aminuddin Ilmar., Hukum Tata Pemerintahan., Kencana, Jakarta, 2014., hlm. 123. 

1 



2 

akhirnya dipertanggungjawabkan terhadap barang yang dibeli dengan 

menggunakan APBN.3 Oleh sebab itu, negara harus mampu menjamin 

bahwasanya penggunaan anggaran dilaksanakan dengan terbuka dan 

berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat, terkhususnya pada 

pengadaan serta pengelolaan Barang Milik Negara. 

Menteri Keuangan Republik Indonesia 2021, Sri Mulyani 

Indrawati, menyatakan : “Barang Milik Negara itu mencerminkan 

bagaimana peradaban suatu negara. Hal ini juga mampu mencerminkan 

kemampuan suatu negara untuk merencanakan dengan baik dan 

mencerminkan bagaimana suatu kementerian dan lembaga pemerintahan 

mampu meng-execute suatu pembangunan dengan baik. Selain itu, hal ini 

mampu mencerminkan peradaban dari suatu bangsa untuk menghargai apa 

yang telah dibangun sendiri. Dari Barang Milik Negara juga akan 

diketahui attitude value dan attitude character suatu bangsa”.4 

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada 

periode 2014-2023 memperlihatkan bahwasanya total nilai Barang Milik 

Negara selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.5 Kenaikan nilai aset 

ini harus diikuti dengan pengelolaan yang baik juga. Setiap Barang Milik 

Negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Melihat semakin 

meningkatnya nilai aset negara Indonesia setiap tahunnya, maka 

5  DJPB Kementerian Keuangan RI, “LKPP - Laporan Keuangan Pemerintah Pusat”, 
https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/laporan-keuangan-pemerintah-pusat-lkpp.html, diakses 
16 Agustus 2024 pada Pukul 19.45 WIB. 

4 Erma Wheny, “Manajemen Barang Milik Negara: Cermin Peradaban Bangsa”, 
https://feb.ugm.ac.id/id/berita/2458-manajemen-barang-milik-negara-cermin-peradaban-bangsa
, diakses 16 Agustus 2024 pada Pukul 19.30 WIB. 

3  Ibid. 

 
 

https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/laporan-keuangan-pemerintah-pusat-lkpp.html
https://feb.ugm.ac.id/id/berita/2458-manajemen-barang-milik-negara-cermin-peradaban-%20bangsa
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penertiban yang lebih maksimal harus dilakukan terutama bagi Barang 

Milik Negara yang tidak digunakan. 

Gambar 1.1 Grafik Total Aset Negara 2014-2023 (Rp Trilliun) 

 
Sumber : DJKN Kementerian Keuangan 

Berkaitan dengan keberadaan Barang Milik Negara, tidak hanya 

perencanaan dalam pengadaannya saja, melainkan setelah adanya Barang 

Milik Negara tersebut perlu dilakukannya penatausahaan Barang Milik 

Negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 PMK Nomor 181 Tahun 2016 

tentang Penatausahaan Barang Milik Negara merumuskan : 

“Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, 

inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan”.6 

Pentingnya menatausahakan Barang Milik Negara berkaitan 

terhadap mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara yang baik. 

6  Pasal 1 angka 7 PMK Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik 
Negara. 
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Pengelolaan yang tertib dalam hal penatausahaan akan berkaitan terhadap 

pencatatan yang baik dan tepat sasaran pada tiap Barang Milik Negara. 

Pengelolaan ini dijalankan dengan berlandaskan asas fungsional, legalitas, 

keterbukaan, pertanggungjawaban, dan kepastian nilai. Hal ini dibutuhkan 

sebagai bentuk laporan manajemen dan neraca pemerintah pusat yang 

menunjukan kondisi lengkap dari Barang Milik Negara tersebut.7 

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, merumuskan : “Bumi dan air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.8 Hal ini berkaitan 

terhadap seluruh kekayaan negara dalam hal ini terutama tanah dan 

bangunan yang merupakan kepemilikan negara menjadi bagian dari 

kekayaan yang dikuasai negara untuk dapat mencapai tujuan negara. Dari 

dasar hukum ini, menjelaskan sebuah kewajiban untuk dapat menjaga dan 

mengelola Barang Milik Negara dengan optimal. 

Satu diantara Barang Milik Negara yang sangat fundamental dalam 

menunjang tugas instansi pemerintah adalah Tanah dan Bangunan. Setiap 

satuan kerja diberikan tanah dan bangunan milik negara untuk dapat 

digunakan untuk kelangsungan satuan kerja terkait, seperti mendirikan 

kantor, mendirikan rumah dinas, mendirikan bangunan lainnya yang 

8 Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Perubahan Keempat Tahun 2002. 

7 DJKN Kementerian Keuangan RI, “Pentingnya Penatausahaan BMN”, https:// 
www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15917/Pentingnya-Penatausahaan-BMN.html, diakses 
16 Agustus 2024 pada Pukul 20.00 WIB. 

 
 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15917/Pentingnya-Penatausahaan-BMN.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15917/Pentingnya-Penatausahaan-BMN.html
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menunjang pelayanan bagi masyarakat luas sehingga tanah dan bangunan 

digunakan dengan semaksimal mungkin tanpa dibiarkan menganggur. 

Akan tetapi, Barang Milik Negara tidak bergerak tidak selamanya 

selalu digunakan untuk pelaksanaan tugasnya. Barang Milik Negara yang 

tiada dipergunakan dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab 

Kementerian/Lembaga atau kondisi tersebut disebut dengan Barang Milik 

Negara Idle.  Pasal 1 angka 2 PMK Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tata 

Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk 

Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga 

merumuskan : “Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk 

menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang 

selanjutnya disebut Barang Milik Negara Idle, adalah Barang Milik Negara 

berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga.”9  

Suatu Barang Milik Negara dapat dikatakan sebagai Idle, apabila 

suatu barang tersebut setidak-tidaknya telah memenuhi satu dari kriteria 

suatu barang dapat berstatus Idle, yakni : Tidak dipergunakan atau 

digunakan namun tidak sejalan dengan peruntukannya. Demi mewujudkan 

pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, pemerintah harus 

berupaya mengoptimalkan potensi serta sumber daya yang tersedia, 

termasuk memanfaatkan barang yang berstatus Idle. 

9   Pasal 1 angka 2 PMK Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang 
Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi 
Kementerian Negara/Lembaga. 
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Barang Milik Negara Idle menjadi hal yang perlu diperhatikan. Hal 

ini berkaitan dengan kenyataan bahwasanya masih terdapat Barang Milik 

Negara yang tiada dipakai untuk melaksanakan tugas serta tanggung jawab 

Kementerian/ Lembaga. Oleh sebab itu, pengelola barang berkewajiban 

untuk melakukan penertiban penatausahaan dan pengamanan Barang 

Milik Negara Idle. Berikut adalah tabel daftar Barang Milik Negara Idle 

yang tercatat dalam Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) 

Palembang. 
 

Tabel 1.1 Daftar Barang Milik Negara Idle Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan  

Sampai Dengan 31 Desember 2023 

No. Uraian Barang Kondisi Keterangan Alamat 

1. Tanah Bangunan 
Rumah Negara 

Golongan I 

Baik Eks. BPS Kota 
Prabumulih 

Kec. Cambai, Kota 
Prabumulih 

2. Tanah Bangunan 
Rumah Negara 

Golongan II 

 -   -   Kota Prabumulih  

3. Tanah Rawa Baik Eks. BPKP 
Sumsel 

Kec. Ilir Timur I, Kota 
Palembang 

4. Tanah Bangunan 
Pengembangan Rawa 

dan Polder 

Baik Eks. BBWSS VIII Kec. Pemulutan Barat, 
Kab. Ogan Ilir 

5. Tanah Bangunan 
Pengembangan Rawa 

dan Polder 

Baik Eks. BBWSS VIII Kec. Pemulutan Barat, 
Kab. Ogan Ilir 

6. Bangunan Gedung 
Kantor Permanen 

Rusak 
Berat 

Eks. BBWSS VIII Kec. Pemulutan Barat, 
Kab. Ogan Ilir 

7. Bangunan Gudang 
Tertutup Permanen 

Rusak 
Berat 

Eks. BBWSS VIII Kec. Pemulutan Barat, 
Kab. Ogan Ilir 

8. Bangunan Gudang 
Tertutup Permanen 

Rusak 
Berat 

Eks. BBWSS VIII Kec. Pemulutan Barat, 
Kab. Ogan Ilir 

9. Bangunan Gedung Rusak Eks. BBWSS VIII Kec. Pemulutan Barat, 
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Laboratorium 
Permanen 

Berat Kab. Ogan Ilir 

10. Bangunan Gedung 
Laboratorium 

Permanen 

Rusak 
Berat 

Eks. BBWSS VIII Kec. Pemulutan Barat, 
Kab. Ogan Ilir 

11. Rumah Negara  
Gol. I Tipe E 

Permanen 

Rusak 
Berat 

Eks. BBWSS VIII Kec. Pemulutan Barat, 
Kab. Ogan Ilir 

12. Rumah Negara  
Gol. I Tipe E 

Permanen 

Rusak 
Berat 

Eks. BBWSS VIII Kec. Pemulutan Barat, 
Kab. Ogan Ilir 

13. Rumah Negara  
Gol. I Tipe E 

Permanen 

Rusak 
Berat 

Eks. BBWSS VIII Kec. Pemulutan Barat, 
Kab. Ogan Ilir 

14. Rumah Negara  
Gol. I Tipe E 

Permanen 

Rusak 
Berat 

Eks. BBWSS VIII Kec. Pemulutan Barat, 
Kab. Ogan Ilir 

15. Tugu/Tanda Batas 
Administrasi 
Kepemilikan 

Baik Eks. BPKP 
Sumsel 

Kec. Ilir Timur I, Kota 
Palembang 

16. Tugu/Tanda Batas 
 Administrasi 
Kepemilikan 

Baik Eks. BPKP 
Sumsel 

Kec. Ilir Timur I, Kota 
Palembang 

17. Tugu/Tanda Batas 
Administrasi 
Kepemilikan 

Baik Eks. BPKP 
Sumsel 

Kec. Ilir Timur I, Kota 
Palembang 

18. Tanah Bangunan 
Rumah Negara  

Gol. II 

Baik  - Kec. Ilir Barat I, Kota 
Palembang 

19. Tanah Bangunan 
Rumah Negara  

Gol. II 

Baik  - Kec. Ilir Barat I, Kota 
Palembang 

20. Rumah Negara  
Gol. II Tipe B 

Permanen 

Baik  - Kec. Ilir Barat I, Kota 
Palembang 

21. Rumah Negara  
Gol. II Tipe B 

Permanen 

Baik -  Kec. Ilir Barat I, Kota 
Palembang 

Sumber : KPKNL Palembang 

 
 



8 

Penertiban penatausahaan dan pengamanan Barang Milik Negara 

Idle juga akan berdampak pada optimalisasi daya guna, agar Barang Milik 

Negara Idle tidak dibiarkan terlantar melainkan dapat mengurangi 

pengeluaran negara dan meningkatkan pendapatan negara bukan pajak 

serta menjadi upaya pendayagunaan aset tersebut agar memiliki nilai 

tambah.10 Dalam rangka melakukan penatausahaan yang tertib, pemerintah 

yang berwenang dapat melakukan pengamanan baik dari aspek 

administrasi, fisik, serta hukum terhadap Barang Milik Negara Idle. 

Keadaan ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan, 

mengingat Barang Milik Negara Idle dapat melahirkan indikasi tindakan 

ilegal. Permasalahan optimalisasi Barang Milik Negara Idle menjadi hal 

yang perlu menjadi perhatian seksama. Hal ini berkaitan dengan dasar dan 

tujuan utama dalam mengadakan suatu Barang Milik Negara itu sendiri, 

yakni demi menunjang kegiatan pemerintah dalam menjalankan pelayanan 

yang prima sesuai dengan bidang tugas instansi. 

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

Tentang Perbendaharaan Negara merumuskan : “Pengguna Barang 

dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan 

barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan 

sebaik-baiknya”.11 Sudah sangat jelas dijelaskan dalam aturan hukum, 

bahwasanya setiap pengguna barang harus mampu menata, mengelola, dan 

11 Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

10 DJKN Kementerian Keuangan RI, “Optimalisasi Aset melalui Pemanfaatan BMN 
Idle”, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15139/Optimalisasi-Aset-melalui-Peman 
faatan-BMN-Idle.html , diakses 17 Agustus 2024 pada Pukul 18.30 WIB. 

 
 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15139/Optimalisasi-Aset-melalui-%20Pemanfaatan-BMN-Idle.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15139/Optimalisasi-Aset-melalui-%20Pemanfaatan-BMN-Idle.html
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mengoptimalkan Barang Milik Negara pada penguasaannya. Apabila 

pengguna barang tidak mampu atau tidak merencanakan untuk 

memanfaatkan Barang Milik Negara tersebut, maka setiap Pengguna 

Barang harus tunduk terhadap setiap aturan dalam hal mengelola Barang 

Milik Negara, terkhususnya terhadap barang terindikasi Idle. 

Dibutuhkannya kesadaran pada setiap pengguna barang dalam 

mengelola Barang Milik Negara pada penguasaannya. Dimana pada 

dasarnya, terhadap Barang Milik Negara yang berstatus terindikasi Idle 

haruslah diserahkan kepada pengelola barang agar dilakukan 

penatausahaan dan pengamanan yang tepat terhadap Barang Milik Negara 

tersebut. Oleh sebab itu, masih terdapat adanya permasalahan dalam proses 

Barang Milik Negara yang terindikasi Idle yang terlebih dahulu harus 

diselesaikan agar beberapa permasalahan dalam menatausahakan serta 

mengamankan Barang Milik Negara Idle berjalan dengan baik. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis akan 

melakukan penelitian dengan judul ANALISIS PENATAUSAHAAN 

DAN PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA TIDAK 

BERGERAK YANG BERSTATUS IDLE. 

B.​ Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah 

yang dianalisis pada skripsi ini antara lain : 

1.​ Bagaimana faktor yang dapat mengakibatkan suatu Barang Milik 

Negara tidak bergerak dapat berstatus Idle? 
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2.​ Bagaimana tinjauan yuridis terhadap langkah penertiban 

penatausahaan dan pengamanan Barang Milik Negara tidak bergerak 

yang berstatus Idle? 

 

C.​ Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dianalisis, maka tujuan dari 

penelitian ini antara lain : 

1.​ Untuk menganalisis dan memahami faktor yang dapat mengakibatkan 

suatu Barang Milik Negara tidak bergerak dapat berstatus Idle. 

2.​ Untuk menganalisis langkah penertiban penatausahaan dan 

pengamanan Barang Milik Negara tidak bergerak yang berstatus Idle. 

 

D.​ Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis, di antaranya sebagai berikut : 

1.​ Manfaat Teoritis 

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat wawasan 

dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, 

khususnya mengenai Hukum Administrasi Negara terhadap 

Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Negara tidak bergerak 

yang berstatus Idle. 

2.​ Manfaat Praktis 

a.​ Bagi Akademisi, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi 

referensi dalam melakukan penelitian lanjutan mengenai tinjauan 
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yuridis terhadap Barang Milik Negara tidak bergerak yang 

berstatus Idle. 

b.​ Bagi Pengguna Barang; Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja, 

Instansi; penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi 

masukkan untuk dapat memberikan penatausahaan dan 

pengamanan Barang Milik Negara maka dapat meminimalisir 

adanya keadaan Barang Milik Negara tidak bergerak yang 

berstatus Idle. 

c.​ Bagi Pengelola Barang, Kementerian Keuangan, terkhususnya 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, penelitian 

skripsi ini mampu memberikan pertimbangan dalam melakukan 

pengelolaan Barang Milik Negara tidak bergerak yang berstatus 

Idle. 
 

 

E.​ Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup penulisan skripsi ini yaitu melingkupi 

mengenai penatausahaan dan pengamanan Barang Milik Negara tidak 

bergerak yang berstatus Idle yang akan mencakup mengenai faktor-faktor 

terhadap sebuah Barang Milik Negara berstatus Idle serta penatausahaan 

dan pengamanan dari segi administrasi, fisik, dan hukum. Hal ini berdasar 

pada dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 

Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang 

Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Republik 
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Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang 

Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi 

Kementerian Negara/Lembaga. 

F.​ Kerangka Teori 

1.​ Teori Kewenangan 

Berdasarkan pendapat Henc van Maarseveen, teori 

kewenangan merupakan bagian dari hukum publik yang 

setidak-tidaknya mencakup 3 hal, yaitu : pengaruh, dasar hukum, dan 

konformitas hukum.12 Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, 

mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ 

pemerintahan ini penting karena berkenaan dengan 

pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, 

seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum ; tidak ada 

kewenangan tanpa pertanggungjawaban.13 Pada dasarnya, setiap suatu 

kewenangan akan diikuti pertanggungjawaban di dalamnya dari 

pejabat yang bersangkutan. Kewenangan secara yuridis mengandung 

13  Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara., Cet. Kelima belas., Rajagrafindo 
Persada, Depok, 2018, hlm. 105. 

12 Juliani, H. (2020). Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai 
Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara. 
Administrative Law and Governance Journal, Vol. 3, No. 1. hlm. 59. 
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makna memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan hukum yang 

berpedoman pada asas legalitas. 

Sumber wewenang didapatkan melalui Atribusi, Delegasi, dan 

Mandat. Wewenang yang digunakan dalam pelaksanaan pemerintahan 

diharuskan untuk berlandas pada kewenangan sah.14 Atribusi 

merupakan kewenangan yang diberikan pada badan atau pejabat oleh 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau 

Undang-Undang.15 Delegasi merupakan kewenangan yang 

dilimpahkan dari badan atau pejabat yang lebih tinggi kepada badan 

atau pejabat dibawahnya dengan pertanggungjawaban berpindah 

penuh pada penerima delegasi.16 Mandat merupakan kewenangan 

yang dilimpahkan dari badan atau pejabat yang lebih tinggi kepada 

badan atau pejabat dengan pertanggungjawaban pada pemberi 

mandat.17 

Seluruh organ pemerintah dalam mempergunakan 

wewenangnya, haruslah berlandaskan kepada prinsip pemerintahan 

yang baik dan dasar hukum yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk 

dapat mengoptimalkan mutu dari pelayanan pemerintah kepada 

masyarakat.18 Teori kewenangan ini akan berkaitan dengan pihak yang 

memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban dalam 

18 Gandara, M. (2020). “Kewenangan atribusi, delegasi dan mandat”. Khazanah 
Hukum, Vol. 2, No. 3. hlm. 93. 

17  Ibid., hlm. 101. 
16  Ibid., hlm. 100. 

15 Yudhi Setiawan., Hukum Administrasi Pemerintahan: Teori dan Praktik., 
Rajawali Pers, Jakarta, 2017. hlm. 99. 

14 Susanto, S. N. (2020). Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang 
Pemerintahan. Administrative Law and Governance Journal, Vol. 3, No. 3. hlm. 434. 
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mengelola dan mengamankan Barang Milik Negara Idle dan dalam 

menjalankan wewenangnya dengan baik. Oleh sebab itu, penulis 

berpendapat bahwa teori kewenangan relevan untuk diterapkan dalam 

penelitian ini. 

2.​ Teori Transparansi 

Berdasarkan pendapat Muhammad Ilham Arisaputra, 

Transparansi dalam Good Governance merujuk pada prinsip dan 

praktik yang menekankan keterbukaan, aksesibilitas, dan akuntabilitas 

dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan oleh 

pemerintah atau lembaga publik.19 Pada dasarnya, undang-undang 

telah menjamin adanya keterbukaan informasi yang dapat diperoleh 

oleh masyarakat yang melekat sebagai haknya. Oleh sebab itu, para 

organ pemerintah harus mampu dan mau memberikan informasi yang 

diperlukan oleh masyarakat luas.20 Berkaitan dengan informasi 

tersebut, pemerintah harus menyampaikan informasi yang 

mengandung kebenaran kepada masyarakat.  

Dalam hal teori Transparansi, dalam pemerintahan pusat 

maupun daerah, pemerintah yang baik pada dasarnya harus bersifat 

transparan kepada rakyatnya.21 Publik harus memiliki akses dan 

21 Widanti, N. P. T. (2022). “Konsep Good Governance dalam Perspektif 
Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur”. Jurnal Abdimas Peradaban, Vol. 3 No. 1. 
hlm. 82. 

20 Cekli Setya et.al., Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang 
Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara., Lembaga Kajian dan Advokasi untuk 
Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2017, hlm. 92. 

19 Manotar Tampubolon et.al., Birokrasi & Good Governance., Global 
Eksekutif Teknologi, Sumatera Barat, 2023. hlm. 39. 
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ketersediaan informasi publik yang mudah. ​​Hal ini dapat 

meningkatkan akuntabilitas, mengurangi kemungkinan 

penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan kepercayaan publik 

terhadap pemerintah.22 

Teori Transparansi mempunyai 2 aspek yang meliputi, 

hubungan oleh masyarakat dan hak yang melekat pada rakyat untuk 

memperoleh informasi. Setiap tindakan yang dilakukan pemerintah 

dalam sektor publik berkaitan dengan adanya keterbukaan 

pemerintahan dalam lingkup pelayanan publik, sehingga berimplikasi 

terhadap adanya bentuk tanggung jawab dari pemerintah kepada 

seluruh pihak. Teori Transparansi menekankan pada jaminan 

bahwasanya seluruh tindakan pemerintah dapat dilakukan dengan 

terang dan jelas. Hal ini akan berkaitan dengan dapat dilakukannya 

perbaikan-perbaikan sedini mungkin, jika terdapat beberapa 

penyimpangan.  

Dengan menggunakan teori Transparansi, penulis dapat 

mengkaji tindakan pemerintah terutama dalam hal menatausahakan 

dan mengamankan Barang Milik Negara, terkhususnya pada Barang 

Milik Negara tidak bergerak yang terindikasi maupun yang berstatus 

Idle. Hal ini berkaitan dengan tindakan pemerintah yang harus 

menyajikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai pengelolaan 

Barang Milik Negara. Teori ini akan dikaitkan dengan kepentingan 

masyarakat untuk untuk memahami bagaimana aset negara dikelola, 
22 Op.Cit., Manotar Tampubolon et.al., hlm. 52. 
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digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Sehingga penulis 

menganggap teori Transparansi memiliki relevansi dengan 

permasalahan yang dikaji. 

3.​ Teori Akuntabilitas Publik 

Akuntabilitas publik adalah prinsip fundamental dalam 

menerapkan tata kelola pemerintahan yang optimal sehingga 

berimplikasi pada transparansi, efektivitas, efisiensi, dan kontribusi. 

Teori Akuntabilitas Publik menegaskan bahwasanya  kebijakan 

administratif, etis, dan keuangan yang diambil oleh pejabat atau 

lembaga publik harus bersifat transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan demi kepentingan masyarakat. Berdasarkan 

pemahaman tersebut, maka dalam rangka mencapai sebuah tujuan 

yang telah ditetapkan, maka seseorang atau unit organisasi 

berkewajiban untuk dapat bertanggung jawab terhadap hal mengelola 

dan mengendalikan sumber daya serta menjalankan kebijakan yang 

telah diamanahkan kepadanya.23  

Mark Schacter menegaskan bahwa pelaksanaan akuntabilitas 

pada dasarnya memiliki dua tujuan utama. Pertama, tujuan politik 

(political purpose), yaitu akuntabilitas merupakan suatu mekanisme 

untuk meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, tujuan 

operasional (operational purpose), yaitu akuntabilitas merupakan 

mekanisme untuk membantu menjamin pemerintah bertindak secara 

23 Sawir, M. (2017). “Konsep Akuntabilitas Publik”. Papua Review: Jurnal 
Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1. hlm. 11. 
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efektif dan efisien.24 Pada intinya penggunaan teori ini untuk 

menekankan setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat 

dipertanggungjawabkan dan digunakan secara tepat untuk tujuan 

sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dan berjalannya sistem 

pemerintahan yang baik. 

Prinsip tanggung gugat merupakan istilah lain dari Prinsip 

Akuntabilitas. Dapat dimaknai bahwasanya harus terdapat 

pertanggungjawaban kepada masyarakat dan para pihak lainnya 

terhadap segala tindakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang 

dilaksanakan pemerintah dengan berlandaskan dasar hukum. 

Keharusan konsep ini didasarkan pada keterkaitan dengan pengaruh 

besar yang dimiliki oleh pemerintah terhadap masyarakat dan hal ini 

juga berkaitan terhadap penggunaan anggaran terhadap kegiatan 

pemerintah yang didanai oleh uang rakyat. Oleh sebab itu, segala 

bentuk kegiatan beserta dengan hasil akhirnya harus mampu 

dipertanggungjawabkan. 

Dengan menggunakan teori Akuntabilitas Publik, penulis dapat 

mengkaji tindakan pemerintah terutama dalam hal menatausahakan 

dan mengamankan Barang Milik Negara, terkhususnya pada Barang 

Milik Negara tidak bergerak yang terindikasi maupun yang berstatus 

Idle. Hal ini berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban yang 

mampu diberikan bahwasanya terhadap Barang Milik Negara ini 

digunakan dengan sebijaksana mungkin begitu juga dalam hal 
24  Ibid. hlm. 17. 
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penatausahaan dan pengelolaannya. Sehingga penulis menganggap 

teori Akuntabilitas Publik memiliki relevansi dengan permasalahan 

yang dikaji. 

G.​ Metode Penelitian 
1.​ Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif 

didukung dengan wawancara. Jenis penelitian normatif adalah sebuah 

langkah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengemukakan 

kebenaran yang berlandaskan logika ilmu hukum yang ditinjau dari 

aspek normatif.25 Pendekatan melalui wawancara juga dilakukan 

untuk mendapatkan hasil data yang didapatkan dengan melakukan 

wawancara kepada narasumber yang diyakini dapat memberikan 

jawaban terhadap apa yang akan diteliti dan digunakan untuk 

menyempurnakan penelitian.  Penelitian ini akan mengkaji aturan, 

asas, teori hukum, sumber-sumber data, dan fakta dalam dunia praktis 

untuk menganalisis permasalahan hukum yang diteliti mengenai 

Barang Milik Negara Idle. 

 

 

25 Johnny Ibrahim., Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif., Cet. 
Keempat., Bayumedia Publishing, Jawa Timur, 2008, hlm. 57. 
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2.​ Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang akan dipergunakan pada skripsi 

ini, yakni : 

1.​ Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan undang-undang (statute approach) adalah 

pendekatan penelitian yang berfokus pada melakukan kajian dan 

analisa terhadap dasar hukum yang memiliki relevansi terhadap 

permasalahan yang diangkat.26 Penulis menggunakan pendekatan 

ini untuk dapat mengkaji pada dasar hukum perundang-undangan 

terhadap ketentuan hukum yang berkaitan dengan Barang Milik 

Negara terkhususnya pada Barang Milik Negara tidak bergerak 

yang berstatus Idle. 

2.​ Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dimana 

penulis tetap berdasar pada aturan hukum yang berlaku.27 

Penggunaan pendekatan konseptual ini merujuk kepada prinsip 

hukum, pendapat sarjana hukum dan doktrin dari para ahli 

hukum. Selain itu prinsip-prinsip juga dapat lahir ditemukan di 

dalam undang-undang. Penulis menggunakan pendekatan ini 

untuk dapat mengkaji konsep dan asas hukum yang memiliki 

27 Peter Mahmud Marzuki., Penelitian Hukum., Cet. Ketujuh., Prenada 
Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 137. 

26 H. Ishaq., Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta 
Disertasi., Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 98. 
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korelasi dengan Barang Milik Negara terkhususnya pada Barang 

Milik Negara tidak bergerak yang berstatus Idle. 

3.​ Sumber Bahan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum sebagai 

dasar dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang dikaji 

dalam skripsi ini. 

1)​ Bahan Penelitian Hukum 

a.​ Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah jenis bahan hukum yang 

mengandung sifat otoritas.28 Bahan-bahan hukum berupa dasar 

hukum yang memiliki relevansi terhadap isu hukum.  

1)​ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2)​ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3)​ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

28 Ibid., hlm. 141. 
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4)​ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

5)​ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523); 

6)​ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

186 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik 

Negara Berupa Tanah; 

7)​ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

138 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara 

Berupa Rumah Negara; 

8)​ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71 

Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik 

Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan 

Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga. 
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9)​ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

181 Tahun 2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik 

Negara; 

10)​Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 

Tahun 2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara 

Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat; 

11)​Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan Barang 

Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.  

12)​Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

235 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri 

Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di 

Lingkungan Direktorat Jenderal  Kekayaan Negara. 

b.    Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder digunakan sebagai bahan 

pendukung data primer.29 Bahan-bahan Hukum yang 

digunakan berupa Buku, Jurnal Hukum, Artikel, Majalah, 

dan Pendapat para pakar yang kesemuanya berkaitan dengan 

permasalahan yang dikaji.  

 

 

29  Op.Cit.,  H. Ishaq, hlm. 72. 
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c.    Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum 

yang merupakan pendukung terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder.30 Bahan-bahan hukum berupa Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Hukum, dan bahan-bahan 

dari internet terpercaya yang berkaitan dengan isu hukum 

dalam penelitian.. 

2)​ Bahan Penelitian Non-Hukum 

Bahan penelitian non-hukum terdiri atas literatur 

bukan hukum. Adapun terkait bahan-bahan non hukum yang 

digunakan penulis adalah berbagai literatur yang berkaitan 

atau memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang 

dikaji, misalnya literatur yang bertema ekonomi dan 

keuangan negara. 

4.​ Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan Bahan Hukum pada skripsi ini, yakni : 

a.​ Studi Kepustakaan  

Penulis menggunakan teknik studi kepustakaan. Melalui 

studi kepustakaan penulis akan mencari dan mengumpulkan 

bahan bacaan dan data yang memiliki relevansi dengan isu 

hukum yang dikaji. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dengan 

30 Muhaimin., Metode Penelitian Hukum., Mataram University Press, Nusa 
Tenggara Barat, 2020, hlm 64. 
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Studi Kepustakaan menekankan pada proses penelusuran, 

pengumpulan, kemudian menganalisa perundang-undangan, 

hasil penelitian, jurnal, artikel, serta melalui penelusuran pada 

situs-situs internet yang terpercaya. 

b.​ Studi Lapangan 

Penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui 

studi lapangan. Melalui studi lapangan penulis akan melakukan 

penelitian secara langsung dengan Teknik Wawancara untuk 

mendapatkan data dan pandangan yang mendukung isu 

permasalahan. Penulis akan mewawancara pihak Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang, 

terkhususnya dalam seksi Pengelolaan Kekayaan Negara. 

Wawancara akan dilakukan dengan memberikan pokok-pokok 

pertanyaan terkait isu permasalahan yang kemudian akan 

disusun secara sistematis. 

5.​ Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum 

Teknik yang penulis gunakan merupakan metode analisa 

data secara kualitatif. Penulis mempergunakan metode ini untuk 

melakukan analisis terhadap bahan hukum yang merujuk pada 

konsep, teori, dan peraturan perundang-undangan untuk 

memperoleh hasil analisis yang akan disusun secara sistematis. 

Kemudian data yang didapatkan dalam studi lapangan, akan 

diuraikan kemudian dikaitkan juga dengan dasar hukum untuk 
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menghasilkan hasil analisis yang terpadu antara data yang 

didapatkan secara kepustakaan dan data yang didapatkan secara 

lapangan. 

6.​ Teknik Penarikan Kesimpulan 

Menarik kesimpulan dengan menggunakan metode 

berpikir deduktif. Penjelasan kesimpulan dimulai dari penjelasan 

umum yang kemudian diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang 

khusus terhadap hasil analisis mengenai permasalahan yang dikaji 

dalam penelitian. 
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Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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